SALINAN

BGR

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOGOR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR
NOMOR 21 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 5
TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUI:AN ZONA

INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH

BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI

PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR TALHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR,

Menimbang S : bahwa dolam rangka mewujudkan Pembangunan
Zona Iniceritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan
Wilayeh  Birokrasi Bersih dan Melayani di
Lingkungan KPU Kabupaten Bogor, perlu dibentuk
um dari unsur Komisioner dan Sekretariat KPU
Kabupaten Bogor;

L bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal
Komisi Pemilihan Umum Nomor 422 Tahun 2026
tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat
Manajerial di Lingkungan Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Tahun 2026,
Ketua Tim Pencanangan Zona  Integrotas
sebelumnya telah dipindahkan, sehingga tidak
dapat melaksanakan tugasnya;

o8 bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu
menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Bogor tentang Perubahan Tim
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Mengingat

Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah
Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan
Melayani di Lingkungan KPU Kabupaten Bogor
Tahun 2026;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851) sebagaimana telah heberapa kali
diubah terakhir dengan Undang U.xdang Nomor 19
Tahun 2019 tentang Per:bakan Kedua atas
Undang- Undang Nomor 2 ‘Tahun 2002 tentang
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
(Lembaran Negara Pemublik Indonesia Tahun 2019
Nomor 197);

Undang-Undane Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaa,» Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik 'ndonesia Tahun 2008 Nomor 61,
Tamhbahon Lembaran Negara Republik Indonesia
Ncmor +846);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
P:layanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7
Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi
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Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010
tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74,
Tambahan Lembaran Negara Repunlik Indonesia
Nomor 5135) sebagaimana telch diubah dengan
Peraturan Pemeritah Nomor €4 T2hun 2021 tentang
Disiplin Pegawai Negeri lwil (Lembaran Negara
Republik Indonesia T1chun 2021 Nomor 202,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6718);

Peraturan Men‘eri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reforn:asi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014
tentang ¥e=aoman Evaluasi Reformasi Birokrasi
Insteas1 Pemerintah (Berita Negara Republik
Indionesia Tahun 2014 Nomor 1168) sebagaimana
i=slah beberapa kali diubah terakhir dengan
eraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 442);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014
tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas
Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah
Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan
Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
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Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun
2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman
Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah
Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih
dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 671);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun
2019 tentang Tata Kerja Komisi Pe.uilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provrinsi, dan Komisi
Pemilihan Umum Kabupatei./Kcota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320),
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Peraturan Vomisi Pemilihan Umum Nomor
12 Tahun 2023 ‘e.tang Perubahan Kelima atas
Peraturan Komn.'si remilihan Umum Nomor 8 Tahun
2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi
Pemiiihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara
Rcoubiik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
reraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14
Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan
Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal
Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2023
tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang
Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja
Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan
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Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 99);

11. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan
Umum Nomor 422 Tahun 2026 tentang
Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat
Manajerial di Lingkungan Sekretariat Komisi

Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Tahun 2026.

MEMUTUSKAN:
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMiS' PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BOGOR TENTAING PEMBENTUKAN
TIM PEMBANGUNAN ZONA INTECGRITAS MENUJU
WILAYAH BEBAS DARI KOruI'SI DAN WILAYAH
BIROKRASI BERSIH DAN MrLAYANI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMU™M KABUPATEN BOGOR TAHUN
2026.
Melakukan perubahoan susunan keanggotaan Tim Zona
Integritas sebagei akibat dari adanya perpindahan
Sekretaris Ki-Ul Kabupaten Bogor, sebagaimana
tercantum daiam lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan Jari keputusan ini.
Susunan keanggotaan Tim Pembangunan Zona Integritas
Menuji. Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah
Biroxrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Bogor sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam
Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Keputusan ini.
Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan
Komisi Pemilihan Umum Nomor S Tahun 2026 tentang
Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju
Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi
Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Bogor Tahun 2026 dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.
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KEEMPAT :  Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 04 Mei 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOGOR,

ttd,

MUHAMMAD ADI KURNIA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOGOR

KEPALA SUB BAGIAN TEKNIS
PENYELENGGARA PEMILU DAN HUKUM

EMILIA KURNIASARI, SE
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LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOGOR NOMOR 21 TAHUN 2026
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 5 TAHUN
2026 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU
WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN
WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOGOR TAHUN 202¢

SUSUNAN PERUBAHAN KEANGGOTAAN TIM PEMBAMN37UNAN ZONA
INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORU:'SI DAN WILAYAH
BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN
BOGOR TAHUN 202¢

KEDUDUKAN DALAM
NO NAMA JAXATAN
TIM

TIM PENGARAH N\

Muhammad Adi Kurnia, o
1. KETUA KPU Pengarah

S.Hut.
2. | Adi Saputro, S.Psi., M.Sos. ANGGOTA KPU Pengarah
3. | Aprian Wahyudi, S.IP. Pengarah

ANGGOTA KPU
4. | Asep Saepul Hidayat. 3.Pdi. Pengarah
ANGGOTA KPU
5. Ricky Sitepu, S.H. Pengarah
y ¥ ANGGOTA KPU &

TIM KERJA

Hangga Pramaditya, S.H.,
1. &8 ol Ketua

M.H SEKRETARIS
I. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN

) Koordinator
1. | Septian Dwi Haryanto, S.H Arsiparis Ahli Muda
merangkap Anggota
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KEDUDUKAN DALAM
NO NAMA JABATAN
TIM
) ) Kasubbag Keuangan,
2. Gumilar Darmadi, S.E.,M.M. ) Anggota
Umum dan Logistik
Kasubbag Partisipasi
3. | Pipiet Nurpitawaty, S.Pd. Hubungan Masyarakat dan Anggota
SDM
) ) Kasubbag Perencanaan,
4. | Regia Rahmania, S.IP. ) Anggota
Data dan Informasi
Kasubbag Teknis
5. | Emilia Kurniasari, S.E. Penyelenggaraan Pemilu Anggota
dan Hukum
) . Penata Kelola Pemilihan
6. |Jajang Nurdiansyah, S.Pdi ) Anggota
Umum Ahli Pertama
II. TIM PENATAAN TATALAKSANA
. . Kasubbag Keuanan, Koordinator
1. Gumilar Darmadi, S.E.,M.M. )
Umum dan Legistik merangkap Anggota
) Penata Kelcla Sistem dan
2. | Mega Tresnowati, S.Ak. )
Tek1n.nleo Informasi Anggota
) Penvucua Materi Hukum
3. Abilowo Pratama, S.H.
Car. Perundang-Undangan Anggota
III. TIM PENATAAN SISTEM MAN.\.’EMEN SDM APARATUR
Kasubbag Partisipasi )
o ) Koordinator
1. | Pipiet Nurpitawaty, S.P1. Hubungan Masyarakat dan
merangkap Anggota
SDM
) ) Y Penata Kelola Sistem dan
2. | Triana Pertiwi, SE. M. Si. ) ) Anggota
Teknologi Informasi
Penyusun Materi Hukum
3. | Khafifah Zulva, S.H. Anggota
Dan Perundang-Undangan
IV. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS
) Kasubbag Perencanaan, Koordinator
1. | Regia Rahmania, S.IP.
Data dan Informasi merangkap Anggota
. ) Penata Kelola Sistem dan
2. | Nyai Euis Susilawati, S.Sos. Anggota

Teknologi Informasi
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KEDUDUKAN DALAM
NO NAMA JABATAN
TIM
Muhammad Ihsan Alhabsy, Penata Kelola Pemilihan
3. Anggota
S.Sos. Umum Ahli Pertama
V. TIM PENGUATAN PENGAWASAN
Kasubbag Teknis )
» ) ) ) Koordinator
1. | Emilia Kurniasari, S.E. Penyelenggaraan Pemilu
merangkap Anggota
dan Hukum
2. | Lina Octaviana, SE. Penelaah Teknis Kebijakan Anggota
) Penata Kelola Pemilihan
3. | Kharisma Marpei, S.H.I. ) Anggota
Umum Ahli Pertama
VI. TIM PENINGKATAN KUALITAS LAYANAN PUBLIK
" Gendis Rahmadiani Pribadi, | Pranata Keuangan APBN : ~ Koordinator
. S.E. Penyelia merangkap Anggota
Aulifia Salsha  Azzahra, Penata Kelola Pemilthan
2. Anggota
S.Hum. Umum Ahli Pertama
Penata Kelola Pe.uilihan
3. | Brian Wulida Habie, S.Pd. Anggota
Umum Ahh Pertama
Penata “env’a Sistem dan
4. Salman Alfarisi, S.Kom. Anggota

Teknoiogi Informasi

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOGOR

KEPALA SUB BAGIAN TEKNIS
PENYELENGGARA PEMILU DAN HUKUM

Wy

EMILIA KURNIASARI, SE

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOGOR,

ttd,

MUHAMMAD ADI KURNIA
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